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P U T U S A N
Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H  A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan keberatan daftar perbagian

harta pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam

perkara:

MUHAMMAD IDRIS, S.Sos., S.H., DESMON D. GULTOM, S.H,
MBA., M.H., VERRY E SITORUS, S.H., dalam jabatannya selaku

Tim Kurator PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) beralamat

di BOSS & Partners Law Firm, Gd. Arva Cikini Lt. 2 Jalan Cikini

Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Aprilson Purba, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada

Aprilson, Oni & Partners, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani,

Sentral Niaga Kalimalang, Blok C1 Nomor 7 Kota Bekasi,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Kreditor;

t e r h a d a p

TONGGO P. SILALAHI, S.H. STP., M.H., JIMMY SIMANJUNTAK,
S.H. M.H., POLTAK S. TAMBUNAN, S.H dan RIFWALDI RIVAI
M. NOER, S.H., M.H., dalam jabatannya selaku Tim Kurator PT.

Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar)

(dalam pailit), beralamat di BOSS & Partners Law Firm, Gd.

Arva Cikini Lt. 2 Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar M. Parulian

Simanjuntak, S.Sos., S.H., dan Bambang H. Ginting, S.H.,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Heart & Partners Law Firm

beralamat di Komplek Crystal Lane Blok D Nomor 6 Alam Sutra,

Pakulonan, Serpong, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat

Kuasa Kusus tanggal 22 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Kurator;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas

telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar)

Disclaimer
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(Dalam Pailit), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst,

tertanggal 15 Juni 2016, telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya

dan mengangkat Tonggo P. Silalahi, S.H., STP., M.H. Jimmy Simanjuntak,

S.H., M.H, Poltak S. Tambunnan, S.H. dan Rifwaldi Rivai M. Noer, S.H., M.M,

selaku Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel

Panghegar) (Dalam Pailit);

2. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 antara PT. Hotel Panghegar dengan

PT. Panghegar Kana Properti telah membuat Perjanjian Kerjasama

Pengoperasian, Pengelolaan Dan Pemakaian atas Tanah Bersama, Benda

Bersama Dan Bagian Bersama Serta Fasilitas-Fasilitas Penunjang di Grand

Royal Panghegar;

3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, antara Pemohon dan Termohon secara

bersama-sama telah mengajukan pinjaman kepada Bank Bukopin dimana

antara Pemohon dan Termohon menandatangani jaminan Cross Collateral

dengan fasilitas kredit dengan memakai jaminan tanggal 27-06-2011

dengan Nomor 57 dan Nomor 59;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal

15 Juni 2016 Termohon telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Tim Kurator yang telah ditunjuk

melakukan verifikasi terhadap tagihan kreditor;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan tagihan kepada Termohon sebesar

Rp94.907.311.965,79 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh

juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enampuluh lima rupiah dan tujuh

puluh sembilan sen) telah diakui oleh debitor pailit dan/atau Tim Kurator

PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar)

(Dalam Pailit) serta telah ditandatangani dan disetujui oleh Hakim

Pengawas pada tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Konkuren;

6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel Dan

Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) (Dalam Pailit) telah membuat

daftar pembagian Termohon dan mengumumkan secara terbuka di Surat

Kabar Harian Tribune Jabar dan Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia di

halaman 14 (empat belas) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 untuk

jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman untuk

mengajukan perlawanan/keberatan;

7. Bahwa dalam rangka pemberesan tersebut, Termohon juga telah membuat

Disclaimer
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daftar pembagian dan diumumkan pada ruang/tempat pengumuman dan

Kepaniteraan Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat pada hari yang sama;

8. Bahwa dalam daftar pembagian sebagaimana diumumkan oleh Termohon,

PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) tidak mendapatkan pembagian

atas hasil lelang harta pailit Termohon;

9. Bahwa adapun alasan Termohon untuk menghapus tagihan Pemohon

dalam daftar pembagian adalah adanya perjanjian cross collateral, dimana

menurut termohon bahwa Bank Bukopin telah memotong seluruh utang

pokok dan bunga Pemohon sebesar Rp144.253.002.017,- (seratus empat

puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ribu tujuh belas

rupiah) dari harta pailit Termohon yang telah dilelang Bank Bukopin;

10. Bahwa alasan tersebut tidaklah dapat dibenarkan dimana seharusnya

Pemohon tetap mendapatkan haknya sebagai kreditur konkruen atas

pembagian harta pailit Termohon;

11. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren seharusnya

mendapatkan pembagian secara pro rata dari Rp25.216.147.410,91 (dua

puluh lima milyar dua ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu empat

ratus sepuluh rupiah sembilan puluh satu sen) atas hak-hak kredit konkruen;

12. Bahwa terhadap tagihan Pemohon sebesar Rp94.907.311.965,79 (sembilan

puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu sembilan

ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh sembilan sen) terhadap

Termohon haruslah tetap dapat bagian secara pro rata walaupun terhadap

utang Pemohon kepada Bank Bukopin sebesar Rp144.253.002.017 (seratus

emp puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ribu tujuh belas

rupiah telah dibayarkan oleh Termohon melalui penjualan harta pailit

Termohon;

13. Bahwa terhadap tagihan Pemohon kepada Termohon tidak secara

melakukan sett off (menukarkan) terhadap pembayaran utang kepada Bank

Bukopin yang diambil dari hasil penjualan harta pailit Termohon, sebab

utang Pemohon kepada Termohon timbul setelah adanya kepailitan;

14. Bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 1280 KUHPerdata tentang

tanggung menanggung dan Pasal 52 ayat 2 UU Nomor 37 Thn 2004

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiaban Kewajiban Pembayaran

Utang, yang mana Pasal-Pasal tersebut menyatakan:

Pasal 1280 KUH Perdata:

“adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihaknya yang
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berhutang, manakala kesemuanya mereka diwajibkan melakukan suatu hal

yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya,

dan pemenuhan oleh satu membebaskan orang-orang berutang lainnya

terhadap si berpiutang"

Dan Pasal 52 ayat 2 (UU Nomor 37 Tahun 2004:

"Semua utang-piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit

diucapkan, tidak dapat diperjumpakan";

15. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas secara jelas bahwa Bank

Bukopin sudah mengambil haknya dari jaminan Termohon dan Pemohon,

sehingga untuk melakukan pelunasan utang Pemohon yang diambil dari

lelang harta pailit Termohon sebagai akibat dari perjanjian cross collateral

tidak serta merta menghilangkan kewajiban Termohon kepada Pemohon;

16. Bahwa adanya utang Pemohon yang timbul sebagai akibat putusan pailit

pada Termohon atas pelunasan utang Pemohon kepada Bank Bukopin,

seharusnya diajukan dalam tagihan sebagai kreditur konkruen oleh

Termohon kepada Pemohon, tanpa menghilangkan hak Pemohon dalam

daftar pembagian sebagaimana dalam pengumuman Termohon pada

tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon

kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa daftar pembagian yang ditetapkan pada tanggal 24

Maret 2017 dan diumumkan pada tanggal 27 Maret 2017 harus batal demi

keadilan dan hukum;

3. Menyatakan bahwa Tagihan Pemohon sebagai Konkuren sebesar

Rp94.907.311.965,79 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta

tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh

sembilan sen); kepada Termohon adalah sah secara hukum harus dibayar;

4. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Kreditor yang sah, sehingga dan oleh

karenanya berhak untuk memporoleh pembagian sesuai UU Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, dihitung secara pro rata;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;

Atau: apabila Mejelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya
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(ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor

38/Pdt.Sus-PKPU-Keberatan/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Mei 2017,

yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon atas Daftar Pembagian Harta

pailit PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon

pada tanggal 10 Mei 2017, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon

Keberatan/Kreditor melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

12 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017,

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37 Kas/Pdt.Sus-

Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan

tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon

Keberatan (Kurator) pada tanggal 17 Mei 2017, kemudian Termohon Keberatan

(Korator) mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-

keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada hal. 10 yang mengatakan:

"Bahwa oleh karena antara Pemohon (dalam hal Pemohon Kasasi) dan

Termohon telah membuat perjanjian cross collateral maka dengan hasil

Penjualan Lelang yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin Tbk. sebagai Kreditur

Sparatis langsung memotong pinjaman Pemohon tersebut (Bukti T-10) dan

menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum";

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

terhormat, adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Dahulu
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Pemohon adalah sebagai berikut:

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tersebut di atas secara

substansial sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena antara

Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon dengan Termohon Kasasi/dahulu

Termohon telah membuat Perjanjian Kerjasama antara PT. Perusahaan

Hotel Dan Pension Panghegar (dalam pailit) dengan PT. Panghegar Kana

Property (dalam pailit) tertangggal 9 Februari 2011 (vide Bukti P-1) yang

total tagihan Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon kepada Termohon Kasasi/

Dahulu Termohon sebesar Rp94.907.311.965,79 (sembilan puluh empat

milyar Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan ratus enam

pulh limarupiah tujuh puluh Sembilan sen) (vide Bukti P - 2);

3. Bahwa terhadap tagihan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon kepada

Termohon Kasasi/dahulu Termohon sebesar Rp 94.907.311.965,79 yang

telah diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon (vide Bukti P - 6) telah

diakui oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon dan telah ditandatangani

oleh Hakim Pengawas Bp. Baslin Sinaga, SH, MH (vide Bukti-7);

4. Bahwa terhadap perjanjian Cross Corateral terkait pinjaman kredit kepada PT.

Bank Bukopin antara Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon (PT. Panghegara

Kana Properti/dalam Pailit) dengan Termohon Kasasi/Dahulu Termohon (Tim

Kurator PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel

Panghegar/dalam Pailit) adalah karena adanya kata sepakat antara Pemohon

Kasasi/dahulu Pemohon dengan Termohon Kasasi/dahulu Termohon

sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1320, Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal

1338 KUH Perdata, dengan demikian segala ruang lingkup tentang hak dan

kewajiban antara Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon dengan Termohon

Kasasi/dahulu Termohon diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-

undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Perbankan;

5. Bahwa terhadap perjanjian Cross Corateral antara PT. Bank Bukopin dengan

PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) dan PT. Perusahaan Hotel Dan

Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/Dalam Pailit), terhadap Jaminan

Penanggungan PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) terhadap hutang

PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/Dalam

Pailit) kepada PT. Bank Bukopin, secara hukum tidak merupakan kewajiban

Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti (dalam

pailit) kepada PT. Bank Bukopin, hal ini sesuai dengan Pasal 1831 KUH

Perdata yang berbunyi: "Sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si

berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya";

6. Bahwa terhadap permasalahan hukum yang timbul terhadap hak dan

kewajiban antara Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon dan Termohon

Kasasi/Dahulu Termohon dengan PT. Bank Bukopin disebabkan karena

terjadinya pailit terhadap Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT.

Panghegar Kana Properti/dalam pailit) dan Termohon Kasasi/Dahulu

Pemohon (PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel

Panghegar/dalam pailit) yang mana terhadap tagihan PT. Bank Bukopin

sebagai Kreditur Sparatis bukan hanya menjual milik Termohon Kasasi/

Dahulu Termohon sebagai yang berutang, juga menjual milik Pemohon

Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti/dalam pailit),

sebagai Penjamin terhadap hutang Termohon Kasasi/Dahulu Termohon

(PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/

Dalam Pailit), terhdap perbuatan Termohn Kasasi/Dahulu Termohon

bertentangan dengan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

"Semua utang-piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit

diucapkan, tidak dapat diperjumpakan";

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang tentang kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pemohon Kasasi/Dahulu

Pemohon secara hukum harus diakui dan disahkan oleh Tim Kurator PT.

Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/Dalam

Pailit) dalam daftar tagihan tetap sebesar Rp 94.907.311.965,79 (sembilan

puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu

sembilan ratus enam puluh limarupiah tujuh puluh sembilan sen) (vide Bukti

P - 2 ) sebagai Kreditur Konkuren, karena Undang-undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

merupakan "lex specialis lex derogat lex generalis (ketentuan hukum khusus

mengesampingkan ketentuan umum);

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Tata Urutan Peraturan/UU yang telah merubah UU Nomor 10

Tahun 2004 yang mengatur sebagai berikut:

1. UUD 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. UU/Perpu;

4. Peraturan Pemerintah;
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5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Propinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa terhadap alasan Termohon Kasasi/Dahulu Termohon bahwa asset

Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon telah disita oleh pajak karena adanya

tagihan pajak yang belum dibayar Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohonn

sehingga aset Termohon Kasasi/Dahulu Termohon yang dilelang PT. Bank

Bukopin untuk pelunasan utang Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon, maka

secara hukum seharusnya Termohon Kasasi/Dahulu Termohon mengajukan

tagihan sebesar yang telah dibayarkan kepada PT. Bank Bukopin kepada

Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti/dalam

pailit), dan begitu juga sebalik bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon, karena

secara hukum apa yang telah disepakati/persetujuan antara Pemohon

Kasasi/Dahulu Pemohon dan Termohon Kasasi/Dahulu Termohon dengan PT.

Bukopin secara sah berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUH

Perdata) menjadi tereduksi berlakunya terhadap Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kebawajiban Pembayaran

Utang, hal ini sesuai dengan tata urutan berlakunya peraturan/undang-undang

berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011;

9. Bahwa terhadap perjanjian Cross Corateral yang terjadi antara Pemohon

Kasasi/Dahulu Pemohon PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) dan PT.

Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/dalam Pailit)

dengan PT. Bank Bukopin tidaklah sederhana tersebut untuk menerapkan

terhadap pelunasan harta milik Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon sebagai

kewajibannya sebagai penanggung, karena permasalahan hukum ini timbul

diakibatkan karena adanya pailit baik kepada Pemohon Kasasi/Dahulu

Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti/dalam pailit), maupun kepada

Termohon Kasasi/dahulu Termohon (PT. Perusahaan Hotel Dan Pension

Panghegar (PT. Hotel Panghegar/dalam Pailit), oleh karena itu secara hukum

pengaturan/tunduk kepada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka

terhadap pengajuan tagihan Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon kepada

Termohon Kasasi/ Dahulu Termohon secara hukum sudah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 dan kontra memori
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tanggal 24 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung

berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan

sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi/Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel dan Pension

Panghegar (PT. Hotel Panghegar) (dalam pailit), telah melakukan tugasnya yaitu

melakukan koordinasi dengan Tim Kurator PT. Panghegar Kana Property

(dalam pailit) dan dalam melakukan pencocokan, verifikasi telah disetujui Hakim

Pengawas serta telah diumumkan pada mass media, sehingga tindakan

Termohon Kasasi/Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar

(PT. Hotel Panghegar) (dalam pailit), telah benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dipertimbangkan

karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU-Keberatan/2016/PN.NiagaJkt.Pst tanggal 10 Mei 2017

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

MUHAMMAD IDRIS, S.Sos, SH., DESMON D. GULTOM, S.H, MBA., M.H.,
VERRY E SITORUS, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUHAMMAD IDRIS,

S.Sos, S.H., DESMON D. GULTOM, S.H, MBA., M.H., VERRY E.
SITORUS, S.H., tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
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Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Syamsul

Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad

Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Arief Sapto

Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota, K e t u a,

Ttd./ Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.           Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp       6.000,00
2. Redaksi : Rp       5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00  +

Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH  AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002
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